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TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

Menimbang :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, dalam
melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh seorang
Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat yang berasal
dari Pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya yang
dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala
desa/lurah atau sebutan lainnya;

bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II1/2020
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor  66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala
Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk memilih dan
menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara (PPS) untuk kemudian diangkat dan
ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan



